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Abstract

Indonesia has several policies related to determining wages for workers, including Law Number 13 Of
2003 on Employment, Government Regulation Number 78 Of 2015 on Remuneration and Law Number 11
Of 2020 on Work Copyright. People can see the policy in the company’s sustainability annual report. This
research aims to find out how mining companies in Eastern Indonesia reveal their wage determination in
the sutainability annual report. This report shows that a company is transparent about problems from
economic, environmental and social aspecst. This research uses contenct analysis data collection
techniques by looking at the website of mining companies in Eastern Indonesia tha focuses on wage
determination used in the company’s sustainability annual report. The results showed six companies from
17 mining companies in Eastern Indonesia that make sustainability annual report. Still, there are only
three companies that reveal the determination of wages. This is because other mining companies only make
annual report dan financial reports. Neither company has disclosed the conclusion of its salaries. These
results show that mining companies in Eastern Indonesia have not uncovered the basis for determining
wages for workers in detail, transparent and easy to understand by the community.

Keyword: wages determination, wages disclosure, sustainability annual report, mining companies.

1. PENDAHULUAN

Periode 2016 hingga tahun ini (2022)
penentuan upah, dilandaskan pada Peraturan
Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015. Peraturan
tersebut menyebutkan bahwa penentuan upah
didasarkan pada komponen laju pertumbuhan
ekonomi dan produktivitas dalam satu
periode. Undang-Undang Cipta Kerja Nomor
11 Tahun 2020 juga mengadopsi hal tersebut
dalam penentuan upahnya. Penentuan upah
tersebut menjadi catatan penting bagi para
buruh/pekerja yang tergabung dalam serikat
pekerja. Penentuan upah hingga kini masih
menimbulkan pro dan kontra baik dari
kalangan pekerja dan pengusaha.(Wahyudi,
2021)

Aspek dalam pembangunan ekonomi
selain sumber daya manusia adalah sumber

daya alam. Sebagai negara yang memiliki
potensi sumber daya alam yang melimpah,
Indonesia menjadi lahan subur bagi industri
pertambangan. Salah satunya dengan 39%
hasil pertambangan emas, nomor dua di
bawah negara Tiongkok (UGM, 2019) .
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik
(BPS), profesi dengan upah tertinggi adalah
ahli teknik pertambangan. Seperti yang
diketahui bekerja di industri tambang
memiliki resiko tinggi; seperti keselematan
kerja, beban kerja yang berat, ditambah lokasi
eksplorasinya jauh dari tempat tinggal
sehingga bukan tidak mungkin jika
perusahaan memberikan gaji yang cukup
tinggi. Kendati demikian, pekerja tambang
mendapatkan fasilitas seperti tempat tinggal,
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kendaraan, konsumsi, tempat ibadah, sarana
olahraga dan yang lainnya.

Perusahaan tambang di Indonesia
menjadi  salah satu sektor terpenting
dikarenakan menunjang berbagai faktor
dalam kehidupan negara. Perusahaan tambang
memproduksi sumber daya alam maupun
kandungan mineral seperti pengelolaan bahan
bakar, mineral logam dan bebatuan. Aktivitas
perusahaan tambang meliputi penyelidikan,
penelitian, pengelolaan, eksplorasi, studi,
pemurnian, pengangkutan dan penjualan.
Aktivitas-aktivitas tersebut mengelola sumber
daya alam yang dilakukan oleh industri
pertambangan. Indonesia memiliki ratusan
perusahaan tambang di Indonesia yang telah
berkontribusi untuk pembangunan negara.
Perusahaan tambang tersebut tersebar di
selurun wilayah Indonesia. Khususnya di
wilayah Indonesia Timur terdapat beberapa
perusahaan tambang terbesar yang telah
diakui di dunia seperti PT Vale dan PT
Freeport.

Penentuan upah menjadi
permasalahan antara pekerja dan perusahaan
dalam pelaksanaan hubungan kerja. Upah
adalah balas jasa yang diberikan oleh
perusahaan kepada pekerja tidak tetap yang
nilainya telah disepakati sebelumnya oleh
pihak perusahaan dan pihak pekerja
(Kadarisman, 2012). Masing-masing pihak
memiliki kepentingan tekait dengan adanya
kebijakan penentuan upah. Dengan adanya
perbedaan tersebut, diperlukan intervensi dari
negara sebagai pihak yang berwenang untuk
mengatasi ketimpangan tersebut. Selain itu,
perusahaan seharusnya memiliki
sustainability annual report karena laporan
tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban
perusahaan  kepada  masyarakat luas.
Sehingga, suatu perusahaan transparansi
terkait permasalahan, dampak yang dihasilkan
dari segi ekonomi, lingkungan sosial serta
risiko yang dihadapi kepada publik. Dalam
laporan tersebut juga menunjukkan kebijakan

terkait penentuan upah yang digunakan oleh
perusahaan.

Berdasarkan latar belakang di atas
maka dapat dirumuskan masalah penelitian
yaitu bagaimana perusahaan tambang di
Indonesia  Timur  dalam  mengungkap
penentuan  upahnya.  Tujuan  khusus
penelitian adalah memberikan gambaran
bagaimana perusahaan tambang
mengungkapkan penentuan upah khususnya
di  wilayah Indonesia Timur melalui
sustainability annual report.

Teori Upah

Definisi upah adalah pembayaran atas
penyerahan jasa yang dilakukan oleh tenaga
kerja yang mempunyai jenjang jabatan
manajer, umumnya gaji dibayarkan secara
tetap perbulan (Mulyadi, 2016). Sedangkan
menurut Employment Development
Department (2014), upah adalah semua
kompensasi untuk layanan pribadi karyawan,
baik dibayar dengan cek atau tunai, atau nilai
tunai yang wajar dari pembayaran non tunai
seperti makanan dan penginapan. Pembayaran
dianggap sebagai upah meskipun karyawan
adalah pekerja biasa, pekerja sehari atau
kontrak, pekerja paruh waktu atau sementara,
atau dibayar per hari, jam, atau metode serta
pengukuran lainnya. Istilah upah dapat
digunakan untuk menggambarkan salah satu
dari beberapa konsep, termasuk tingkat upah,
penghasilan per jam rata-rata, straight-time,
penghasilan per jam rata-rata  kotor,
penghasilan mingguan, dan penghasilan
tahunan (Kumar, 2012).

Standar upah merupakan salah satu
cara yang dapat ~memastikan  mata
pencaharian masyarakat dan  distribusi
pendapatan itu seimbang dalam lingkungan
sosial manapun. Upah juga digunakan sebagai
instrumen yang efektif untuk meningkatkan
kesetaraan dalam ekonomi dan keberlanjutan
masyarakat. Di banyak negara Eropa dan
Amerika Serikat dan bahkan Indonesia, upah
ditetapkan untuk memastikan standar hidup
yang layak bagi semua kalangan dan
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mengurangi  ketimpangan pendapatan. Di
negara berkembang juga, standar upah telah
terbukti menjadi instrument kebijakan yang
berguna dalam mengentaskan kemiskinan dan
mengurangi ketimpangan pendapatan. Jika
upah dibuat dan ditegakkan secara efektif
maka hal ini dapat digunakan sebagai
investasi untuk masa depan keluarga dan
anak-anak (Acharya, 2017).

Di bidang ekonomi, nilai yang
dibayarkan kepada tenaga Kkerja atas
kontribusinya terhadap proses produksi
disebut upah. Tenaga kerja merupakan faktor
penting dalam proses produksi. Jika tenaga
kerja tidak ada untuk bekerja, maka semua
faktor pendukung, baik itu tanah atau modal,
tidak akan berfungsi dengan baik. Sehingga,
Karl Marx menyebut tenaga kerja sebagai
“creator of all value”. Namun, tenaga kerja
saja tidak dapat menghasilkan karena
sebagian besar produksi adalah hasil dari
upaya bersama dari berbagai faktor produksi.
Oleh karena itu, bagian dari hasil tersebut
yang dibayarkan kepada tenaga kerja untuk
kegiatan produksinya disebut upah.

Upah minimum di suatu negara
ditetapkan oleh pemerintah dalam konsultasi
dengan organisasi bisnis dan serikat pekerja.
Upah minimum telah didefinisikan sebagai
jumlah minimum remunerasi bahwa pemberi
kerja diharuskan membayar penghasilan upah
untuk pekerjaan yang dilakukan selama
periode tertentu, yang tidak dapat dikurangi
dengan perjanjian kolektif atau kontrak
individu (ILO, 2014a). Definisi ini mengacu
pada sifat mengikat dari upah minimum,
terlepas dari metode yang digunakan. Upah
minimum dapat ditetapkan oleh pemerintah,
keputusan otoritas yang kompten, dewan
upah, atau oleh industri atau pengadilan atau
tenaga kerja. Tujuan dari upah minimum
adalah untuk melindungi pekerja dari gaji
rendah yang tidak dilindungi.

Sustainability Annual Report

Ada banyak cara yang telah dilakukan

untuk mengajak semua pihak baik itu

perusahaan, pemerintah hingga masyarakat
untuk lebih memperhatikan Isu lingkungan
dari dampak aktivitas operasi perusahaan.
Salah satu cara yang dilakukan yaitu dengan
adanya pembuatan sustainability annual
report. Global Reporting Inititative (GRI)
adalah  organisasi  non-profit  bertaraf
internasional yang memiliki tujuan untuk
membuat sustainability annual report sebagai
suatu kegiatan rutin bagi seluruh organisasi
dan  sebagai  pelaporan yang  dapat
diperbandingkan seperti laporan keuangan.
GRI juga telah menerbitkan sustainability
reporting guidelines untuk memudahkan
pengguna dalam membuat sustainability
annual report.

Di Indonesia sendiri pembuatan
sustainability annual report masih bersifat
voluntary. Hal ini merujuk pada PSAK nomor
1 paragraf 9 (revisi 1 Juli 2009).
Pengungkapan sustainability annual report
berhubungan dengan dua teori, yaitu teori
legitimacy dan teori stakeholder (Nichola &
Septiani, 2019). Teori stakeholder
menjelaskan bahwa setiap perusahaan harus
bertanggung jawab secara adil kepada seluruh
stakeholder terlepas tadi perbedaan kekuasan
yang dimiliki  masing-masing  pihak.
Pengungkapan sustainability annual report
dapat dijadikan sebagai salah satu strategi
dalam membangun dan menjaga legitimasi
perusahaan di masyarakat. Serta dapat
menjaga hubungan dengan stakeholders
sehingga dapat meningkatkan reputasi
perusahaan di mata calon stakeholders.

Kendati demikian, pembuatan
sustainability annual report masih menjadi
bahan  pertimbangan bagi  perusahaan
meskipun sangat perlu dilakukan. Hal ini
sesuai dengan penelitian sebelumnya yang
menjelaskan bahwa manajer perusahaan
mengakui dan memahami masalah terkait
dengan bisnis dan pembangunan
berkelanjutan, dan bahwa ada tantangan
dalam mengoperasikan perusahaan dan
bagaimana cara untuk mengatasinya (Stubbs
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et al, 2013). Namun, mereka juga
mengatakan bahwa tidak adanya
sustainability annual report bukan berarti
tidak ada tanggung jawab sosial dan
lingkungan atau kurangnya kepedulian
terhadap keberlangsungan perusahaan.

Pengungkapan terkait tanggung jawab untuk

keberlangsungan perusahaan dapat dilakukan

dalam berbagai hal.

Ada beberapa faktor menurut Stubbs
yang menjelaskan mengapa perusahaan tidak
membuat sustainability annual report bagi
perusahaanya, sebagai berikut:

1. Lack of External Stakeholder Pressure;
meskipun perusahaan berada di industri
yang berfokus pada kepedulian sosial dan
lingkungan, tidak ada perusahaan yang
mendapat tekanan dari stakeholder untuk
membuat sustainability annual report.
Selain itu, tidak ada yang menyarankan
bahwa dibutuhkan laporan tertentu terkait
akuntabilitas perusahaan.

2. No Perceived Benefits; jika pembuatan
sustainability annual report telah diakui
dapat memberikan keunggulan kompetitif,
namun terdapat pula perusahaan yang
tidak membuat laporan ini. Mereka
menggangap pembuatan laporan ini
sebagai buang-buang waktu, membuat
bisnis terganggu, hingga tidak mendapat
keuntungan lebih dari pembuatan laporan
ini. Hal ini dikarenakan pengungkapan
yang terlalu banyak terkait perusahaan
dapat menimbulkan lebih banyak risiko
daripada manfaat.

3. Sustainability Reporting is a Nice-to-Do,
Not a Must-Do; mengingat kurangnya
tekanan yang dialami perusahaan untuk
mendapatkan informasi tentang Kkinerja
sosial / lingkungan mereka dan bahwa
perusahaan tampaknya dapat dengan
mudah masuk dan keluar dari pengaruh
yang diberikan oleh industri / bidang
mereka, sustainability annual report
sepenuhnya memiliki kebijakan manager
untuk perusahaan. Pelaporan bersifat

diskresi dan tidak ada pilihan untuk
melakukannya. Perusahaan merasa tidak
memiliki sumber daya dan keberanian
untuk membuat laporan ini.

Bentuk pertanggungjawaban sosial
dan lingkungan perusahaan suatu perusahaan
disebut Corporate Social Responsibility
(CSR). Dalam beberapa tahun terakhir, CSR
dan sustaibility perusahaan telah menjadi isu
perkembangan utama perusahaan. Konsep ini
mencuat dikarenakan adanya tuntutan dan
harapan dari masyarakat terkait peran
perusahaan dalam masyarakat. Sustainable
development berhubungan erat dengan CSR,
dimana suatu perusahaan dalam pengambilan
keputusan tidak hanya pada aspek profit saja,
namun juga didasari pada aspek sosial dan
lingkungan. Perusahaan perlu menyusun
sustainability annual report karena laporan
pelaksanaan yang berkesinambungan sangat
diperlukan dalam  mengelola pengaruh
perusahaan pada sustainable development
(Erkanawati, 2018).

2. METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode
kualitatif deskriptif. Metode penelitian kualitatif
adalah metode yang digunakan untuk meneliti
pada kondisi obyek yang alamiah, peneliti
sebagai instrument kunci dan hasil dari penelitian
lebih merujuk pada makna dari pada generalisasi
(Sugiyono, 2013). Analisis data dilakukan
melalui analisis konten di setiap sustainability
annual report masing-masing perusahaan
tambang yang ada di Indonesia Timur serta untuk
mengetahui bagaimana penentuan upah pada
perusahaan tersebut. Setelah fokus penelitian
jelas, dapat dikembangkan menjadi instrumen
penelitian ~ sederhana, diharapkan  dapat
melengkapi data dan membandingkannya dengan
data yang telah ditemukan melalui analisis konten
di setiap sustainability annual report masing-
masing perusahaan tambang yang ada di
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Indonesia  Timur. Sesuai dengan teknik
pengumpulan data analisis konten, maka dalam
pengumpulan data hanya menggunakan media
(sustainability annual report). Sustainability
annual report adalah laporan yang diterbitkan
oleh perusahaan atau organisasi yang berisi
informasi  kinerja perusahaan pada aspek
ekonomi, lingkungan, dan sosial yang dilakukan
dalam satu periode.

Metode Pegumpulan Data

Sesuai dengan teknik pengumpulan data
analisis konten, maka dalam pengumpulan data
dilakukan ~ dengan  menggunakan  media
(sustainability annual report). Sustainability
annual report adalah laporan yang diterbitkan
oleh perusahaan atau organisasi yang berisi
informasi  kinerja perusahaan pada aspek
ekonomi, lingkungan, dan sosial yang dilakukan
dalam satu periode. Laporan ini bertujuan untuk
mengkomunikasikan ~ komitmen  perusahaan
dalam menjalankan bisnis yang berkelanjutan.
Sesuai dengan teknik pengumpulan data kualitatif
yaitu analisis konten, maka peneliti akan
mengakses ~ website  perusahaan-perusahaan
tambang di Indonesia Timur dan mengumpulkan
data terkait penentuan upah.

Analisis konten adalah teknik pengumpulan
data yang digunakan untuk menentukan
keberadaan kata, tema, atau konsep tertentu
dalam beberapa data kualitatif tertentu
(Neuendorf & Kumar, 2015). Dalam hal ini,

peneliti akan melihat website perusahaan-
perusahaan tambang di Indonesia Timur dan
mengambil data dalam sustainability annual
report. Peneliti menggunakan purposive sampling
untuk menentukan sampel berdasarkan Kriteria
yang telah ditentukan. Oleh karena itu, terdapat
beberapa kriteria yang harus dipenuhi, yaitu:

a. Perusahaan tambang yang beraktivitas di
wilayah Indonesia Timur;

b. Perusahaan tambang yang listing di
Bursa Efek Indonesia (BEI) atau
perusahaan tambang yang memiliki
website dan menyajikan sustainability
annual report, annual report serta
financial report.

Sumber data dalam penelitian ini
adalah sumber data sekunder. Data sekunder yang
dimaksud vyaitu peneliti melihat data melalui
sustainability annual report yang dibuat oleh
perusahan tambang.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan dengan
melihat sustainability annual report yang dibuat
oleh perusahaan tambang. Dalam laporan ini,
peneliti akan melihat bagaimana perusahaan-
perusahaan tambang dalam mengungkapkan
dasar yang digunakan dalam menentukan upah
serta standar terkait hak pekerja tambang.
Sehingga, selama penelitian berlangsung peneliti
fokus terhadap indikator-indikator sebagali
berikut:

Tabel 1.

Indikator Penelitian

Indikator

1 Dasar penentuan upah:

a. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

b. Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan
¢. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
2 | Standar terkait hak pekerja tambang:
a. Kebijakan dari ILO
b. Kebijakan dari pemerintah
c. Kebijakan dari perusahaan
Rata-rata upah upah bulanan pada sektor pertambangan sebesar Rp. 4.478.006
Pengungkapan di sustainability annual report
5 Pengungkapan di financial report

w

o
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Penyajian  data  merupakan
sekumpulan informasi dan data yang
memberi kemungkinan adanya
penarikan kesimpulan. Penyajian data
dapat dilakukan dalam bentuk bagan,
grafik, uraian singkat, flowchart, dan
sebagainya. Dalam penelitian ini data
akan disajikan berupa hasil analisis
konten pada sustainability annual
report dalam bentuk grafik dan uraian
singkat sesuai dengan indikator-
indikator yang telah  disebutkan
sebelumnya. Selanjutnya peneliti akan
menarik kesimpulan mengenai dasar
penentuan upah dan standar yang
digunakan terkait penentuan upah
pekerja pada perusahaan tambang yang
diperoleh dari hasil analisis konten pada
sustainability annual report.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Penelitian

Pekerjaan bukanlah benda mati,
seperti kendaraaan atau bangunan yang
dapat diperdagangkan dengan
keuntungan  tertinggi atau  harga
terendah. Pekerjaan adalah bagian dari
kehidupan sehari-hari setiap orang dan
sangat penting bagi martabat,
kesejahteraan dan perkembangan
seseorang sebagai manusia.
Pembangunan ekonomi harus mencakup
penciptaan lapangan dan kondisi kerja
dimana orang dapat bekerja dengan
memiliki kebebasan, keamanan serta
harkat dan martabatnya (ILO, 2014).
Sederhananya, pembangunan ekonomi
tidak dilakukan secara individual,
melainkan untuk meningkatkan
kehidupan masyarakat itu sendiri.

Penentuan upah bagi tenaga kerja
yang diikuti dengan persoalannya begitu
kompleks sehingga  diperlukan
kebijakan atau aturan untuk mengatasi
persoalan tersebut. Indonesia setidaknya

memiliki beberapa peraturan terkait
penentuan upah bagi tenaga kerja, yaitu
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang  Ketenagakerjaan, Peraturan
Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015
tentang Pengupahan, dan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja.

Kebijakan tersebut  memiliki
kekurangan dan kelebihan masing-
masing. Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,
menentukan upah berdasarkan
perhitungan Kehidupan Hidup Layak
(KHL). Penentuan ini menguntungkan
tenaga kerja untuk keberlangsungan
hidupnya guna memenuhi kebutuhan
sehari-hari. Peraturan Pemerintah Nomor
78 Tahun 2015 tentang pengupahan,
menentukan upah berdasarkan
produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
Kondisi ini menyulitkan tenaga Kkerja
dalam meningkatkan status ekonominya,
sedangkan keuntungan yang diperoleh
pemberi kerja akan bertambah. Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta  Kerja, menentukan  upah
berdasarkan formula perhitungan upah
minimum  yang memuat  variabel
pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Serta
terkait penentuan upah struktur dan skala
upah berdasarkan kemampuan dan
produktivitas perusahaan.

Selain dasar penentuan upah,
diperlukan pula standar terkait hak
pekerja tambang itu sendiri. Hal ini
menyangkut perlindungan, kesehatan,
keselamatan, dan kesejahteraan kerja
bagi para pekerja saat menjalankan
aktivitas  perusahaan (ILO, 2014).
Perusahaan mempunyai kewajiban untuk
memenuhi hak dari setiap pekerjanya.
Diantaranya keamanan di tempat kerja,
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perlindungan sosial untuk keluarga,
mengembangkan  kompetensi  Kerja,
berpartisipasi dalam keputusan yang
mempengaruhi kehidupan mereka, hak
untuk beribadah menurut agama dan
kepercayaan masing-masing, mendapat
perlakuan yang sama tanpa adanya
diskriminasi serta mendapat upah yang
sesuai dengan ketentuan dan kebijakan
yang berlaku.

Standar terkait hak pekerja
tambang meliputi standar yang dibuat
oleh ILO, kebijakan pemerintah serta
kebijakan  yang  ditentukan  oleh
perusahaan itu sendiri. Kebijakan yang
dibuat oleh ILO memastikan bahwa
adanya peningkatan taraf hidup serta
harkat dan martabat masyarakat. Dimana
fungsi ILO meliputi pengembangan dan
promosi standar bagi Undang-Undang
nasional  untuk  melindungi  dan
meningkatkan kondisi kerja dan standar
hidup (Mingst, 2019). Salah satu
kebijakan yang dikeluarkan pemerintah
yaitu kebijakan remunerasi. Kebijakan
ini tertuang dalam Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan dan juga Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja. Adanya  kebijakan
remunerasi akan menguntungkan tenaga
kerja. Hal ini juga penting bagi
perusahaan  untuk  mempertahankan
tenaga kerjanya dengan menawarkan
gaji, upah, kompensasi, bonus yang lebih
tinggi atau istilah ini dikenal sebagai
strategi golden greeting. Adanya ILO
dan kebijakan dari pemerintah, tidak
menutup kemungkinan bahwa
perusahaan juga membuat kebijakan
tersendiri buat para pekerjanya.

Dasar penentuan upah dan
standar terkait hak pekerja tambang

diungkap di sustainability annual report
dan financial report. Pengungkapan
dilihat sebagai bagian yang sangat
penting dan informatif dalam melakukan
bisnis atau berinvestasi di perusahaan.
Pengungkapan merupakan proses
mengungkap fakta atau informasi kepada
publik yang disajikan secara rinci,
ringkas dan jelas. Pengungkapan yang
tepat oleh perusahaan adalah tindakan
membuat investor, klien, dan siapa pun
yang terlibat dalam melakukan bisnis
perusahaan mengetahui informasi yang
relevan. Pengungkapan adalah hal inti
dari adanya krisis kepercayaan publik
ketika datang ke dunia perusahaan
(Wayman, 2020). Pengungkapan yang
ditulis dengan jelas dan ringkas
membantu  investor  untuk  lebih
mempercayai data dan temuan dalam
laporan yang disajikan. Walaupun tidak
menutup kemungkinan pihak perusahaan
akan menyajikan data yang sudah
dimanipulasi guna melindungi
perusahaan.

Sustainability annual report
berbeda dengan financial report.
Pengungkapan financial report bagi
perusahaan  merupakan hal  wajib
dilakukan sebagai bentuk
pertanggungjawaban dan telah
ditegakkan oleh OJK. Sedangkan
pengungkapan  sustainability —annual
report merupakan pelaporan yang
bersifat sukarela. Sustainability annual
report berfokus pada pengaruh ekonomi,
lingkungan dan sosial baik secara
langsung maupun tidak langsung. Tetapi
financial report berfokus hanya pada
keuangan perusahaan. Sustainability
annual  report  ditujukan  kepada
pemegang saham, investor, karyawan,
customers, dan local communities serta
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laporan ini didukung oleh data, studi
kasus, dan  stakeholder  stories.
Sedangkan financial report ditujukan
kepada pihak internal dan eksternal yang
membutuhkan laporan tersebut (Bishop,
2019).

Menurut Badan Pusat Statistik
(BPS) bulan Agustus tahun 2020, rata-
rata upah yang diperoleh tenaga kerja di
sektor pertambangan sebesar Rp.
4.478.006. Sektor pertambangan
memiliki jumlah yang lebih di atas bila
dibandingkan dengan sektor lainnya.
Namun, jumlah tersebut mengalami
penurunan, dimana pada bulan Februari
tahun 2020 jumlah upah yang diperoleh

menyentuh angka Rp. 5.099.655. Jumlah
ini menjadi nilai yang tertinggi dalam
lima tahun terakhir. Hal ini disebabkan
oleh berbagai faktor yang membuat
terjadinya fluktuasi dari pemberian upah
tersebut seperti terjadinya pandemi
covid-19.

Maka dari itu, berikut ini
merupakan perusahaan tambang,
indikator serta grafik hasil dari
pengelolaan data yang dilakukan oleh
peneliti terkait penentuan upah pada
perusahaan tambang di Indonesia Timur,
dengan melihat sustainability annual
report dan financial report masing-
masing perusahaan.

Tabel. 2
Perusahaan Tambang di Indonesia Timur

No Nama Perusahaan

1 | Vale Indonesia Thk

2 | Aneka Tambang Tbhk

3 | JResources Asia Pasifik

4 | Wijaya Karya Beton

5 | PT Pertamina Geothermal Energy — Lahendong Area
6 | PT Semen Tonasa

7 | PT Bumi Resourches Thk

8 | Citatah Tbk

9 | Central Omega Resources Thk

10 | Elnusa Thk

11 | Apexincdo Pratama Tbhk

12 | PT Freeport Indonesia

13 | TAC PT Pertamina EP — IBN OIL HOLDICO Ltd
14 | Merdeka Copper Gold Tbk

15 | PT Amman Mineral Nusa Tenggara

16 | SMR Utama Thk

17 | Energi Mega Persada Thk

Sumber: Data diolah, 2022.

Indonesia memiliki perusahaan
tambang yang tersebar diseluruh
wilayahnya. Sekitar 353 usaha hingga
perusahaan yang berkecimpung pada

sektor pertambangan dan penggalian
yang diperoleh dari BPS, Bursa Efek
Indonesia (BEI), dan sumber lainnya
berada di wilayah Indonesia bagian

Jurnal Akuntansi dan Pajak, ISSN1412-629X | E-ISSN2579-3055




Jurnal Akuntansi dan Pajak, 23(01), 2022, 9

timur. Perusahaan tersebut diantaranya
perusahaan yang berbadan hukum,
perusahaan publik yang sudah go-public
maupun belum, subsidiary company
hingga perusahaan tambang yang masih
ilegal.

Terdapat 17 perusahaan tambang
dari berbagai sumber yang mampu
memenuhi indikator yang ditetapkan
peneliti. Perusahaan-perusahaan tersebut

0% gy

80%

70%

60%

50%

40%

30% 24%
20%

10%

0%

merupakan perusahaan tambang yang
beroperasi di wilayah Indonesia Timur
baik itu subsidiary company hingga
aktivitas perusahaan yang menggunakan
lokasi  Indonesia  bagian  Timur.
Perusahaan tersebut juga memiliki
sustainability annual report dan
financial report yang dapat diakses di
website masing-masing perusahaan.

m Undang-Undang
Nomor 13
Tahun 2003

Peraturan
Pemerintah
Nomor 78
Tahun 2015

Undang-Undang
Nomor 11
Tahun 2020

Gambar 1

Dasar Penentuan Upah

Sumber: Data diolah, 2022.

Indonesia merupakan negara
hukum yang landasan konstitusionalnya
jialah UUD 1945. Hal ini ditegaskan
dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 3 bahwa
negara Indonesia adalah negara hukum.
Segala  aspek  kehidupan  dalam
kenegaraan, = kemasyarakatan,  dan
pemerintahan senantiasa harus
berdasarkan atas hukum (Abdi, 2020).
Sehingga warga negara Indonesia wajib
menaati aturan yang berlaku termasuk
penentuan upah.

Pemerintah membuat aturan bagi
perusahaan atau instansi hingga usaha
kecil sekalipun yang memiliki karyawan
atau tenaga kerja terkait upah atau hasil
yang diperoleh setelah melaksanakan
tanggung jawabnya. Tahun 2003,
pemerintah  mengeluarkan ~ Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan. Hingga saat ini masih
banyak perusahaan yang menggunakan
aturan tersebut untuk dijadikan sebagai
dasar penentuan upah bagi tenaga
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kerjanya. Ini terbukti sebanyak 82% atau
dari 17 perusahaan tambang, hanya ada
3 perusahaan yang tidak menggunakan
aturan tersebut untuk perusahaannya.
Diantaranya ada Aneka Tambang Thbk,
PT Freeport Indonesia, dan SMR Utama
Tbk. Dalam Undang-Undang ini terkait
upah, menyatakan bahwa para pekerja
berhak menerima penghasilan yang
mampu memenuhi kebutuhan hidupnya
secara layak.

Selama 12 tahun Undang-
Undang ini digunakan, akhirnya terbitlah
Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun
2015 tentang Pengupahan. Sebelumnya
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan telah beberapa
kali akan direvisi, namun mayoritas
serika buruh menolak revisi tersebut. Hal
ini dikarenakan revisi yang diajukan
pemerintah akan merugikan
kesejahteraan dan kepentingan serikat
buruh (Lidyana, 2019). Fokus dari
kebijakan ini adalah perhitungan besaran
upah berdasarkan kebutuhan hidup layak
dengan memperhatikan produktivitas
dan pertumbuhan ekonomi. Sehingga
aturan ini cenderung menguntungkan
pihak perusahaan. Walaupun
menguntungkan, dari 17 perusahaan
tambang hanya 4 perusahaan yang
menerapkan aturan tersebut. Diantaranya
Aneka Tambang Tbk, Wijaya Karya
Beton, PT Bumi Resourches Thk, dan
SMR Utama Tbk.

Tahun 2020 pemerintah
menerbitkan dan mengesahkan UU Cipta
Kerja yang menuai kontroversi dari
berbagai pihak. Pengesahan UU ini
menimbulkan reaksi negatif dari para
buruh. Hal ini terbukti, dari 17
perusahaan tambang hanya ada 1
perusahaan yaitu Vale Indonesia Thk
yang mengadopsi aturan tersebut.
Dikutip dari (Makki, 2020) para buruh
mengganggap aturan tersebut mampu

mengembalikan tenaga kerja Indonesia
ke rezim wupah murah. Komponen
perhitungan upahnya yaitu menghitung
upah minimum dengan
memperhitungkan variabel pertumbuhan
ekonomi atau inflasi. Sedangkan UU
Ketenagakerjaan ~ menghitung  upah
berdasarkan kebutuhan hidup layak.

Di  dalam  Undang-Undang
Nomor 11 tentang Cipta Kerja belum
menjelaskan secara rinci terkait alasan
dari perhitungan upah minimum dengan
mengikuti pertumbuhan ekonomi dan
laju inflasi. Sehingga pemerintah
menerbitkan ~ Peraturan ~ Pemerintah
Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan. Aturan ini membahas
tentang penentuan upah minimum
berdasarkan  kondisi ekonomi dan
ketenagakerjaan yang meliputi paritas
daya beli, tingkat penyerapan tenaga
kerja, dan median upah. Salah satu poin
penting dari peraturan ini ialah pihak
perusahaan dilarang memberi upah di
bawah kebijakan yang telah ditetapkan.
Namun, mengingat penetapan dari
aturan ini dilaksanakan pada bulan
Februari  tahun 2021, sehingga
perusahaan masih perlu penyesuaian
dengan aturan tersebut.

Dari ketiga aturanya yang ada,
grafik menunjukkan bahwa perusahaan
tambang yang ada di Indonesia Timur
cenderung mengadopsi Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan. Artinya pihak
perusahaan cenderung memperhatikan
kesejahteraan dari para pekerjanya. Hal
ini dapat meningkatkan loyalitas pekerja.
Di samping itu, negara juga memiliki
kepentingan untuk meningkatkan
ekonomi dan mempertahankan stabilitas
masyarakat. Sehingga  diperlukan
reformasi struktural terkait kebijakan
pengupahan untuk meningkatkan
pertumbuhan ekonomi secara global.
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Seperti  yang  dikatakan Dirjen
Binwasnaker dan K3, (Santia, 2021)
bahwa perlunya dilakukan penyesuaian
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terhadap  kondisi  dan  dinamika
perubahan ekonomi global melalui
kebijakan pengupahan.

m|LO

Kebijakan dari
Pemerintah

m Kebijakan dari
Perusahaan

Gambar 2

Standar terkait Hak Pekerja Tambang

Sumber: Data diolah, 2022.

Salah satu cara untuk membiayai
kehidupan ialah dengan  memiliki
pekerjaan. Namun, mendapatkan
pekerjaan juga tidak mudah. Ada
berbagai proses yang harus dilewati. Dan
ketika mendapatkan pekerjaan, sulit pula
untuk mempertahankannya. Atau bahkan
tidak sesuai dengan apa yang
diharapkan. Sehingga diperlukan skill,
kemampuan dan ketekunan untuk
mempertahankan pekerjaan tersebut.

Ketika seseorang telah bekerja
dalam perusahaan, tentu memiliki hak
dan kewajiban. Bukan hanya perusahaan

yang memiliki hak dan kewajiban tapi
tenaga kerjanya juga. Salah satu
organisasi yang membahas terkait hak
pekerja yaitu ILO. International Labour
Organization (ILO) merupakan
organisasi yang berdedikasi untuk
memperkenalkan keadilan sosial dan hak
asasi manusia serta hak tenaga kerja
yang diakui secara internasional, dimana
misinya yaitu keadilan sosial sangat
penting bagi perdamaian dunia (ILO,
2014). Standar ILO tentang kebijakan
ketenagakerjaan memberikan perusahaan
sebuah kerangka kerja untuk
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menerapkan Kkebijakan ini, sehingga
dapat memaksimalkan akses pekerjaan
yang diperlukan untuk memberikan
pekerjaan yang layak. Penggunaan ILO
bagi perusahaan tambang di Indonesia
Timur masih terbilang sedikit. Hal ini

sesuai dengan grafik yang menunjukkan
sekitar 18% atau dari 17 perusahaan
tambang, hanya ada 3 perusahaan yang
membuat kebijakan sesuai dengan
arahan ILO.

Tabel 3.
Kebijakan dari ILO

No Gambar

Keterangan

Salah satu hak yang diberikan
oleh  perusahaan  Aneka
Tambang Tbk kepada tenaga
kerjanya ialah  kebebasan
berserikat.  Kebijakan ini
sejalan dengan tujuan utama
ILO vyaitu tentang improve
social protection dan
strengthen  dialogues on
labour-related issues.

Keberagamar

Perusahaan PT Medco
Energy Internasional Thk
membuat benchmarking
praktik industry terbaik
terkait hak asasi manusia
termasuk keberagaman dan

2 anti-diskriminasi. Hal ini
sesuai dengan konvensi dasar
dari ILO tentang elimination
of discrimination in respect of
employment and occupation.

3
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PT Pertamina Geothermal

Energy memberi kebebasan
kepada pekerja untuk
membentuk serikat pekerja.
Hal ini sejalan dengan
konvensi dasar ILO tentang

Lo

freedom of association.

ILO menyusun kerangka Kkerja
terkait ketenagakerjaan agar perusahaan-
perusahaan dapat membuat kebijakannya
sendiri. Walaupun dalam membuat

kebijakan tersebut, tidak

peraturan

yang

telah dibuat

lepas dari
oleh

pemerintah. Berdasarkan laporan yang

telah
tambang,

diunggah

rata-rata

oleh

perusahaan
menggunakan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan terkait standar
hak tenaga kerjanya. Namun, ada juga
yang menggunakan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja. Hak-hak yang diberikan berupa
jaminan  sosial dan  keselamatan
kesehatan kerja (K3), imbalan pensiun,
remunerasi, dan hak lainnya.

Tabel 4.
Kebijakan dari Pemerintah

No

Gambar

Keterangan

Hak yang diberikan kepada
tenaga kerja oleh Vale
Indonesia Tbk berdasarkan
Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan dan
Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja yaitu melindungi
karyawan dari praktik-praktik
diskriminasi. Adanya
kebijakan ini dapat membuat
para tenaga kerja merasa
aman dari tindakan
diskrimansi dari pekerja
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lainnnya.

Elnusa Tbk memberikan hak
kepada tenaga kerja terkait
ketenagakerjaan, kesehatan
dan keselamatan kerja (K3).
Implementasi dari hak tenaga
kerja terkait K3 yaitu berupa
BPJS. Pihak perusahaan
dalam memenuhi hak ini
yaitu wajib mendaftarkan
setiap tenaga kerja sebagai
anggota BPJS.

Pemberian remunerasi
merupakan salah satu hak
yang diperoleh tenaga kerja.
PT Pertamina Geothermal
Energy menerapkan prinsip
kesetaraan dalam
memberikan remunerasi
tanpa adanya diskriminasi.
Pemberian remunerasi dapat
tergolong sebagai strategi
golden greeting. Artinya
menawarkan gaji, upah,
kompensasi, bonus yang lebih
tinggi.

Sumber: Data diolah, 2022.

Kerangka kerja yang disusun
oleh ILO dan kebijakan dari pemerintah
dapat menjadi landasan bagi perusahaan
untuk membuat kebijakannya sendiri.
Adanya standar yang dapat dijadikan
sebagai acuan mampu  membuat
perusahaan menerbitkan aturan atau

kebijakan khusus yang menyangkut
tenaga kerja saat melakukan aktivitas
pekerjaannya. Membuat program baru
hingga melaksanakan survey terkait
kebijakan yang telah digunakan. Hal ini
dilakukan senantiasa untuk melindungi
serta menjaga keselamatan dari para
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Serta bekerja di

lebih besar dibandingkan
lainnya

Kebijakan dari Perusahaan

No

Gambar

Keterangan

Aneka Tambang Tbk
membuat Safety Principles
bernama SUPERSAFE.
Prinsip ini dibuat untuk
meingkatkan efektivitas
pengelolaan risiko-risiko
keselamatan pertambangan.
Pembuatan prinsip ini
diharapkan dapat membuat
seluruh pekerja untuk tetap
peduli terkait keselamatan
diri sesuai dengan istilah
safety first.

Tidak hanya membuat
kebijakan atau menerapkan
sebuah kebijakan tanpa
mengetahui bagaimana
dampak dari penerapan
kebijakan tersebut membuat
PT Pertamina Geothermal
Energy melakukan sebuah
survei terkait kepuasan
pekerja. Employee
Satisfaction Survey (ESS)
adalah survei yang dijalankan
oleh perusahaan untuk
mengetahui apakah fungsi
human capital berjalan
dengan baik. Jika tidak maka
diperlukan perbaikan.
Adanya survei ini dapat
menjadi acuan bagi
perusahaan dalam
meningkatkan SDM di masa
mendatang.
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Sumber: Data diolah, 2022.

3.2 Pembahasan

Kebijakan dari ILO, pemerintah
dan  perusaahaan  dibentuk  untuk
menyediakan lingkungan yang safe, fair,
dan setara untuk bekerja. Kebijakan-
kebijakan  tersebut  dibuat  untuk
memastikan bahwa kedua pihak baik
perusahaan dan tenaga Kkerja tidak

120%

menimbulkan ketimpangan. Khususnya
tenaga  kerja, berhak  menerima
perlakuan yang adil, upah yang sesuai,
perlindungan dari bahaya serta tanpa
adanya diskriminasi di perusahaan
(Mayhew & Brown, 2017). Sehingga
dengan adanya kebijakan yang jelas
dapat menjamin hak-hak para pekerja.

100% 100%

100%

80%

60%

40%

20%

0%

= Rata-rata Upah
m Sustainability

Annual Report
Financial Report

Gambar 3

Rata-rata Upah di Sektor Pertambangan, Sustainability Annual
Report dan Financial Report

Sumber: Data diolah, 2022

Dikutip dari (BPS, 2020), rata-
rata upah atau gaji pada sektor
pertambangan dan penggalian pada
bulan Agustus sebesar Rp. 4.478.006.
Pada bulan Februari tahun 2020, upah
pada sektor pertambangan sebesar Rp.
5.099.655. Terjadinya penuruan
pemberian upah didasari oleh berbagai
faktor salah satunya pandemic covid-19.

Walaupun terjadi penurunan, upah pada
sektor pertambangan berada di poin
pertama bila dibandingkan dengan sektor
lainnya.

Berdasarkan grafik yang
disajikan, perusahaan tambang di
Indonesia Timur mampu memenuhi
standar yang telah ditentukan. Dengan
hasil ini diharapkan upah yang diperoleh
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para pekerja tambang mampu memenuhi
kebutuhan sandang, pangan dan papan.
Mengingat bekerja di lokasi
pertambangan juga memiliki risiko yang
tinggi. Sehingga, pemberian gaji yang
sesuai dengan standar atau lebih
diharapkan sepadan dengan risiko yang
diterima.

Pengungkapan dalam bidang
keuangan, pada dasarnya mengacu pada
bagaimana  perusahaan  menyajikan
semua informasi secara relevan, tepat,
mudah dipahami, dapat dibandingkan
dan dipublikasikan sesuai dengan waktu
yang ditentukan. Informasi yang relevan
ialah setiap informasi secara rinci
termasuk fakta, data, angka, prosedur,
klasifikasi dan  sebagainya yang
berpengaruh dalam pengambilan
keputusan. Pengungkapan terkait dasar
penentuan upah serta standar terkait hak
pekerja tambang dapat dilihat dalam

sustainability annual report dan
financial report.

Berdasarkan grafik, dari 17
perusahaan tambang, hanya ada 3
perusahaan yang menyajikan secara
lengkap atau mengungkap terkait dasar
penentuan upah di sustainability annual
report.  Di samping itu, ada pula
perusahaan tambang yang juga memiliki
sustainability annual report, namun
tidak mengungkap secara rinci terkait
penentuan upah. Diantaranya Vale
Indonesia Thk, PT Semen Tonasa dan
Merdeka Copper Gold Tbk. Sehingga,
ada 6 perusahaan yang membuat
sustainability annual report. Kendati
demikian, dengan membuat
sustainability annual report, perusahaan
dapat memastikan  dampak  dari
sustainability issues serta
memungkinkan  perusahaan  secara
transparan terkait risks dan opportunities
yang mereka hadapi.
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Gambar 4
Pengungkapan Sustainability Annual Report PT Bumi Resources Minerals Thk
Sumber: PT Bumi Resources Minerals Tbk, 2019.

PT Bumi Resources Minerals remunerasi perusahaan didasarkan pada
Tbk, memberikan remunerasi kepada jabatan, masa kerja, beban kerja, lokasi
karyawan pemula pada tahun 2019 di kerja serta prestasi yang dimiliki. Hal ini
daerah Palu sebesar Rp. 2.123.040. didasarkan pada Competency-Based
Kebijakan yang digunakan untuk Salary Review (CBSR). Pemberian
menentukan upah yaitu Undang-Undang tunjangan selaras dengan peraturan
Nomor 13 Tahun 2003 tentang perusahaan. Tunjangan yang diberikan
Ketenagakerjaan dan Peraturan berupa bantuan transportasi, education,
Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 dan bantuan kacamata. Perusahaan juga
tentang Pengupahan. UMP yang memastikan bahwa semua tenaga kerja
diberikan sesuai dengan UMP di telah  mendapat remunerasi  serta
masing-masing kota. Penentuan
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tunjangan sesuai dengan hak masing-

masing tanpa adanya diskriminasi.

Gambar 5

Pengungkapan Sustainability Annual Report Aneka Tambang Thk

Sumber: Aneka Tambang Thk, 2020.

Penentuan upah di  Aneka
Tambang Tbk menggunakan kebijakan
dari Peraturan Pemerintah Nomor 78
Tahun 2015 tentang Pengupahan.
Standar terkait hak bagi para pekerja di
Aneka Tambang Tbk menggunakan
Keputusan Menteri Pertambangan dan
Energi No. 555.K/26/M/PE/1995 Pasal
26 Ayat (2) yang didukung oleh ILO
Convention No. 45. Kebijakan ini
membahas tentang batasan bagi para
pekerja tambang perempuan untuk tidak
melakukan pekerjaan di bawah tanah.
Kendati demikian, penerapan kebijakan
ini tidak menerima pengaduan terkait

diskriminasi. Aneka Tambang Tbk juga
memiliki kebijakan remunerasi yang
memberikan nilai kompensasi
berdasarkan  capability, competence,
contribution dan experience. Remunerasi
yang diterima sesuai dengan UMR
100%. Aneka Tambang Tbk juga
memberikan kesempatan kepada para
pekerja untuk mengambil cuti maternity
leave dan paternity untuk membina
keluarga mereka sesuai dengan peraturan
pemerintah. Status dari pekerja yang
mengambil cuti tersebut akan tetap
dipertahankan, kecuali atas permintaan
pribadi.
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Gambar 6.
Pengungkapan Sustainability Annual Report PT Pertamina Geothermal Energy Thk

Sumber: PT Pertamina Geothermal Energy Tbk, 2018.

PT  Pertamina  Geothermal
Energy Tbk menggunakan Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan  terkait  penentuan
upahnya hingga pemberian hak pekerja.
Perusahaan mengikuti ketentuan
pemberian  upah  minimum  yang
ditetapkan oleh Kementrian Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Republik
Indonesia. Hal ini sejalan dengan upah
yang diterima oleh tenaga kerja entry
level. Perusahaan menggunakan sistem
grading / Pertamina Reference Level
(PRL) dalam menerapkan prinsip
kesetaran dalam pemberian remunerasi.
Dimana pemberian remunerasi bukan
berdasarkan jenis kelamin, melainkan
status kepegawaian, masa kerja, jabatan
dan hasil penilaian kinerja. Perusahaan
juga memberikan fasilitas maternity
leave kepada tenaga kerja perempuan
selama 3 bulan serta paternitiy leave
kepada tenaga kerja laki-laki apabila
istrinya melahirkan selama 5 hari. Hal
ini sesuai dengan kebijakan yang telah
diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama

(PKB). Selain cuti, perusahaan juga
memberikan jaminan hari tua kepada
pekerjanya yang berusia 56 tahun. Tidak
hanya itu, perusahaan juga memberikan
pembelajaran dan skill guna mendukung
keberlanjutan kerja dan pengelolaan
akhir  karir  tenaga kerja, serta
menyediakan program pelatihan
persiapan masa pensiun dalam kurun
waktu 5 tahun sebelum pensiun.
Membuat financial report atau
financial statements bagi perusahaan
merupakan hal yang wajib dilakukan
sebagai bentuk pertanggungjawaban atas
aktivitas yang telah dilaksanakan.
Adanya pengungkapan financial report
dapat memberikan berbagai informasi
keuangan yang dapat membantu pihak

internal dan eksternal dalam
mengevaluasi Kinerja keuangan
perusahaan dalam pengambilan
keputusan nantinya. Grafik
menunjukkan bahwa rata-rata

perusahaan tambang menyajikan dasar
penentuan upah serta hak pekerja dalam
financial report masing-masing
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kebijakan lainnya.

Ketenagakerjaan

Imbalan pascakerja

Perusahaan membukukan program pensiun pasca-
kerja imbalan pasti untuk karyawan sesuai dengan
Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003.
Jumlah karyawan yang berhak atas imbalan
pascakerja tersebut adalah 189 dan 233 karyawan
masing-masing pada 31 Desember 2020 dan 2019.

Perusahaan menyediakan program pensiun pasca-
kerja imbalan pasti dan imbalan jangka panjang
lain untuk karyawan tetap.

Program pensiun imbalan pasti dan imbalan jangka
panjang lain mengakibatkan eksposur Perusahaan
tarhadap risiko aktuarial seperti risiko tingkat bunga
dan risiko gajl.

Risiko Tingkat Bunga
Penurunan suku bunga obligasi akan

meningkatkan liabilitas program.

Nilai kini kewajiban pasca-kerja imbalan pasti
dihitung dengan mengacu pada gajl masa depan
peserta program. Dengan demikian, kenaikan gaiji
peserta program akan meningkatkan liabilitas

program itu,

Gambar 7.

hingga

Pengungkapan Financial Report Apexindo Pratama Duta Tbhk
Sumber: Apexindo Pratama Duta Tbk, 2020.

Apexindo Pratama Duta Tbk
menggunakan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
dalam menentukan upah maupun hak
yang diterima karyawannya. Salah
satunya vyaitu dengan menyediakan
program pensiun. Program ini ditujukan
buat para karyawan tetap. Walaupun,
adanya program ini dapat

mengakibatkan terjadinya eksposur bagi
perusahaan khususnya terhadap risiko
tingkat bunga dan risiko gaji. Kendati
demikian, hal ini dilakukan perusahaan
untuk memenuhi hak tenaga kerja sesuai
dengan kebijakan yang berlaku. Serta
memberikan jaminan yang sepadan
dengan hasil yang telah diberikan oleh
pekerja buat perusahaan.
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Ketenagakerjaan

Persaroan memliliki program pensiun  luran

dengan jumiah manfaat tertentu berdasarkan

olah sebagai program manfaat past|

Imbalan pensiun dan Imbalan berdasarkan Peraturan

semenjak akhir 2012 Sebelumnya Perseroan memilki program
pensiun imbalan pasti. Program pensiun luran pasti merupakan
program pensiun yang dibayarkan oleh Perseroan dengan melode
ran lelap kepada pengelola dana pensiun bak yang wajib
berdasarkan kootrak maupun sukarela. Namun, dikarenakan Undang-
Undang ("UU’") Ketenagakeraan No, 13/2003 mewajibkan Perseroan
untuk memberikan imbalan kepada karyawan dalam usia peénsiun

kemungkinan bahwa Perseroan harus melakukan pembayaran
imbatan tambahan apabila jumiah akumulas| dana uran pensiun pada
program pensiun (uran pasti lebih kecd darl jumiah imbalan pensiun
yang diharuskan berdasarkan UU Kelenagakerjaan. Untuk tujuan
pelaporan keuangan, program iuran pasti secara efektif diakui seclah-

Perseroan mengakul keleblhan pembayaran ([ka ada) yang akan
diperiukan sesual dengan UU Ketenagakerjaan, atas program
pensiun luran pasti, bersama dengan pengembalian investasi yarg
dihasiikan dan uran, sebagal labditas pada laporan posisl keuangan
konsolidasian, akun liabilitas imbalan pascakerja

pastl yang beraku

masa kerjanya, ada

Gambar 8.

Pengungkapan Financial Report Vale Indonesia Tbk

Sumber: Vale Indonesia Thk, 2020.

Vale Indonesia Tbk menggunakan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan untuk penentuan
upah dan hak yang terima para pekerja.
Dalam financial report, Vale Indonesia
Thk masih melakukan tinjauan dampak
dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 serta peraturan pelaksanaannya.
Perusahaan memiliki program pensiun
iuran pasti yang sesuai dengan metode
iuran tetap kepada pengelola dana pensiun.
Perusahaan juga memberikan imbalan
pensiun kepada pekerja dalam usia pensiun
berdasarkan masa kerja. Pemberian imbal
jasa pekerjaan (remunerasi) kepada pekerja
dilakukan tanpa membedakan pekerja laki-
laki dan perempuan. Vale Indonesia Thk
juga menjamin tidak ada diskriminasi di
tempat kerja dan kesetaraan antar pekerja.
Sehingga dapat mengembangkan kapasitas
dari masing-masing tenaga kerja.

Hasil dari penelitian menunjukkan
bahwa hanya ada 6 perusahaan dari 17
perusahaan yang membuat sustainability
annual report. Namun, hanya ada 3

perusahaan yang mengungkap dasar
penentuan upah serta standar terkait hak
pekerja yang digunakannya. Hal ini
dikarenaka perusahaan tambang yang
lainnya hanya membuat annual report dan
financial report. Walaupun sustainability
annual report merupakan bagian dari
annual report. Namun, diperlukan laporan
tersendiri  terkait keberlanjutan  dari
perusahaan yang dapat dijadikan acuan di
masa yang akan datang. Pengungkapan
penentuan upah serta standar terkait hak
pekerja ini tentu dilakukan agar tidak
terjadi ketimpangan di lingkungan pekerja.
Sebagaimana yang disampaikan Alison
Preston dan Elisa Birch (2018) bahwa
diperlukan adanya dasar dan kebijakan
yang jelas untuk meningkatkan pemerataan
upah antara laki-laki dan perempuan.
Kendati demikian, hasil dari
penelitian yang menunjukkan hanya ada 6
perusahaan dari 17 perusahaan yang
mengungkap penentuan upah dalam
sustainability annual report tergolong
wajar. Hal ini dikarenakan, di Indonesia
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sendiri pembuatan sustainability annual
report masih bersifat voluntary. Hal ini
merujuk pada PSAK nomor 1 paragraf 9
(revisi 1 Juli 2009).

Menurut (Stubbs et al., 2013)
dalam penelitiannya, ada beberapa faktor
yang menjelaskan mengapa perusahaan
tidak membuat sustainability annual
report, vyaitu (1) a lack of external
stakeholder pressure; (2) no perceived
benefits and thus little motivation to
report; (3) sustainability annual report is a
nice-to-do, not-must-do; (4) a compliance
culture towards sustainability; (5) the
organizational structure and/or culture
does not encourage reporting.

Kurangnya tekanan dari
stakeholder membuat pihak perusahaan
tidak memiliki alasan tertentu untuk
membuat laporan tersebut. Perusahaan
seringkali  hanya  mempertimbangkan
pertumbuhan bisnis, profitabilitas, laba
atas investasi serta model bisnis dan tanpa
melibatkan masyarakat. Namun, Kketika
perusahaan semakin berkembang maka
tekanan dari stakeholder untuk
menghasilkan sustainability annual report
semakin besar. Hal ini dikarenakan
perusahaan yang berkembang akan melihat
seberapa besar kontribusi dari pembuatan
laporan ini untuk reputasi, kredibilitas dan
citra perusahaan serta keuntungan atau
tekanan dari para pesaing.

Perusahaan yang belum membuat
sustainability annual report cenderung
menggangap pembuatan laporan ini
sebagai buang-buang waktu, membuat
bisnis terganggu, hingga tidak mendapat
keuntungan lebih dari pembuatan laporan
ini. Hal ini dikarenakan pengungkapan
yang terlalu banyak terkait perusahaan
dapat menimbulkan lebih banyak risiko
daripada manfaat. Selain itu, mereka
menyebutkan bahwa hal seperti ini akan
menjadi laporan internal dan tidak akan
dipublikasikan. Serta manager perusahaan

tidak percaya bahwa sustainability annual
report dapat mencapai hasil bisnis atau
keuntungan yang ingin dicapai.

Ada perusahaan yang telah listing
di bursa efek namun memilih untuk tidak
membuat laporan ini dikarenakan tidak
memiliki sumber daya yang dibutuhkan
dalam pembuatan laporan tersebut.
Pelaporan bersifat diskresi dan tidak ada
pilihan untuk melakukannya. Perusahaan
merasa tidak memiliki sumber daya dan
keberanian untuk membuat laporan ini.
Namun, perusahaan dapat dan menemukan
sumber daya ketika tekanan mengancam
legitimasi atau kelangsungan perusahaan,
atau aktivitas dianggap sebagai bagian
penting dari strategi perusahaan.

Kendati  demikian, saat ini
perusahaan-perusahaan baik di Indonesia
hingga di dunia, tengah “dikepung” untuk
segera mengimplementasikan  prinsip-
prinsip sustainability ke dalam aktivitas
operasional dan dalam  mengambil
keputusan. Menurut Stella Septania dalam
(Fitriani, 2021) menyatakan bahwa 15
tahun lalu adopsi dan implementasi
sustainability masih dianggap sebagai hal
yang have-to-be-done, namun saat ini telah
menjadi have-to-be-done. Akan semakin
banyak stakeholder yang memberikan
tekanan dan meminta sustainability segera
dimplementasikan ke dalam aktivitas
perusahaan.

Tahun 2017, Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) mengeluarkan Peraturan
OJK Nomor 51 Tahun 2017 tentang
Sustainable Finance yang mewajibkan
seluruh Lembaga Jasa Keuangan dan
emiten untuk menerbitkan sustainability
report agar kinerka ekonomi, sosial, dan
lingkungannya dapat dimonitor secara
transparan.  Sebelumnya sustainability
perusahaan di Indonesia masih terhalang di
beberapa sektor. Hal ini terjadi lantaran
belum ada kebijakan dari perusahaan itu
sendiri hingga dari pihak stakeholder.
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Namun, saat ini perusahaan sudah
dikepung dari berbagai sisi. Terdapat peer
pressure yang diperoleh dari publik, media
hingga Lembaga Swadaya Masyarakat.
Ada financial pressure dari investor dan
kreditor, dan ada regulatory pressure dari
pemerintah. Sehingga sustainability harus
segera diintegrasikan ke dalam proses
bisnis dan operasional perusahaan jika
perusahaan tidak ingin tertinggal dan
ditinggal oleh stakeholder.

Pengungkapan sustainability
annual report memberikan informasi yang
lebih luas tentang Kkinerja perusahaan
dibandingkan  peungkapan  financial
report. Jika penyajian financial report
hanya berfokus pada aktivitas keuangan
perusahaan, sustainability annual report
berfokus pada aktivitas perusahaan dalam
aspek ekonomi, sosial dan lingkungan
perusahaan. Tujuan dari sustainability
annual report yaitu bukan sebagai alat
kegiatan promosi  melainkan  untuk
mengidentifikasi apa yang menjadi
prioritas utama bagi perusahaan untuk di
masa akan datang dan menyajikan laporan
tersebut  kepada  pihak-pihak  yang
berkepentingan serta dapat dibandingkan
dengan laporan sebelumnya (Escarus,
2016).

Oleh karena itu, penentuan upah
pada perusahaan tambang di Indonesia
Timur yang dilihat melalui sustainability
annual report belum mampu diungkapkan
secara rinci, transaparan dan mudah
dipahami oleh masyarakat. Dimana
seharusnya perusahaan membuat
sustainability annual report yang memiliki
metodologi berbeda dibandingkan dengan
laporan lainnya. Selain dapat mengakses
kebijakan  yang  digunakan  dalam
menentukan upah kepada tenaga Kkerja,
juga dapat memberikan manfaat maksimal
bagi perusahaan, pemangku kepentingan,
hingga tenaga kerja itu sendiri. Sehingga
untuk membuat sustainability annual

report, perusahaan perlu menentapkan
struktur  terkait penyediaan data
lingkungan (enery consumption, emisi,
amount of savings, manfaat lingkungan
dan operasi perusahaan), serta data sosial
(perincian data pendidikan dan jenis
kelamin bagi karyawan, total jam Kkerja
yang diterima, penyelesaian keluhan bagi
customer, serta manfaat dair program
tanggung jawab  sosial  perusahaan.
Walaupun pembuatan laporan ini menjadi
beban kerja tambahan tetapi pengumpulan
data tersebut sangat penting bagi
perusahaan dalam meninjau dan menilai
kinerjanya sendiri.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang
diuraikan sebelumnya peneliti dapat
menyimpulkan  pertama,  perusahaan
tambang di Indonesia Timur rata-rata
menggunakan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
dalam menentukan upah bagi tenaga kerja.
Namun, ada juga yang menggunakan
Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun
2015 tentang Pengupahan dan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta  Kerja. Kebijakan  tersebut
merupakan kebijakan yang diterbitkan
pemerintah  bagi  perusahaan  dalam
menentukan upah bagi para tenaga
kerjanya. Kedua, pengungkapan dari
digunakannya kebijakan tersebut dapat
dilihat melalui sustainability annual
report. Ada 6 perusahaan dari 17
perusahaan tambang di Indonesia Timur
yang membuat sustainability annual
report, namun hanya ada 3 perusahaan
yang mengungkap penentuan upahnya. Hal
ini dikarenakan peruahaan tambang yang
lainnya hanya membuat annual report dan
financial report. Dimana kedua
perusahaan ini tidak mengungkap secara
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jelas terkait penentuan upahnya. Sehingga
hal ini dapat menyebabkan timbulnya
ketimpangan di lingkungan serikat pekerja.
Peneliti mencoba memberikan beberapa
masukan yang berkaitan dengan penelitian
ini  yaitu, untuk peneliti berikutnya
hendaknya memperluas populasi terkait
penentuan upah tidak hanya pada
perusahaan tambang di Indonesia Timur.
Kemudian untuk  perusahaan  yang
beroperasi di sektor pertambangan maupun
perusahaan di sektor lainnya yang belum
membuat sustainability annual report,
sebaiknya membuat laporan tersebut dan
melampirkan informasi secara jelas dan
rinci terkait penentuan upah bagi tenaga
kerjanya serta menyediakan laporan
tersebut pada website perusahaan.
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